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ABSTRACT 

The discontinuation of Holden's operations was caused by the unfriendly policy of the Australian 

government. The fall of an industrial entity are influenced by the manifestation of the government's interest 

upon the economy wheel. Australia's national interest in its strategy of international trade oriented towards 

the energy, minerals and agriculture sector has had dire consequences for Holden. In addition, Australia's 

commitment to the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) for environmentally friendly 

vehicles has changed the orientation of its national automotive industry. Furthermore, Donald Trump's 

isolationism policy towards the Trans-Pacific Partnership (TPP) has indirectly killed Holden. This study uses 

four conceptual frameworks in the form of International Political Economy Theory, the Concept of 

Government Decision Making on the Market, Free Trade Policy, and the Concept of Government Policy on 

Industrial Operations. Based on the research that has been carried out, this proves that the political dimension 

will always affecting an economic entity. The Australian government has legitimized its national automotive 

industry through a political decision-making process. 
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PENDAHULUAN 

Holden atau yang dikenal sebagai General Motors-Holden adalah sebuah 

manufaktur kendaraan yang ikonik dari Australia. Faktanya, Holden adalah manufaktur 

kendaraan yang berafiliasi dengan perusahaan General Motors, salah satu raksasa otomotif 

terbesar dan berpengaruh di AS. Sejak awal abad ke-20, Holden telah dipercaya untuk 

menjadi perusahaan karoseri kendaraan untuk memproduksi mobil keluaran General Motors 

untuk merakit chasis, kerangka, dan mesin kendaraan (Darwin, 2002: 4). Pada 

perkembangannya, Holden kemudian dikenal sebagai manufaktur kendaraan bermotor yang 

berhasil menciptakan dan menjaga identitas mereka sebagai sebuah merk tersendiri, 

meskipun sebenarnya mereka tetap menjadi perusahaan yang memproduksi mobil buatan 

General Motors. 

Sejak tahun 1950an hingga era 1970an, Holden berkembang pesat menjadi produsen 

mobil yang ikonik dan mendominasi pasar otomotif Australia. Holden terus berkembang 

pesat dan berkuasa sepanjang tahun 1950an dan 60an (The Guardian, 2020). Holden 

mengalami kesuksesan dengan produk yang populer dan laris terjual di kalangan masyarakat 

(Holden, 2020). Sebagai anak perusahaan General Motors, Holden telah sukses menciptakan 

mobil-mobil ikonik bertenaga besar dengan gabungan gaya Eropa, bermesin V-6 dan V-8 
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ala Amerika, dan tanpa terkendala oleh emisi yang berlebihan (Meiners, 2020). Singkatnya, 

dengan kesuksesan penjualan dan mendominasi pasar domestik Holden telah menjadi DNA 

dari otomotif Australia yang ikonik.  

Namun, kejayaan Holden sejak tahun 1950-an, sampai dengan 1970-an, tidak 

bertahan lama. Nasib Holden mulai berubah sejak pertengahan 1980-an. Pemerintah federal 

pada saat itu meresmikan Button Car Plan, yang diinisiasikan oleh Senator John Button pada 

1985. Sejak diberlakukannya Button Car Plan, Holden mengalami kesulitan untuk bersaing 

dengan kompetitornya dan mengalami keterbatasan untuk mengembangkan model 

andalannya. Lalu, kerugian finansial terbesar Holden berada sejak pertengahan dekade 

2000-an hingga awal dekade 2010-an dengan total kerugian sebesar ratusan juta dollar 

Australia tiap tahunnya. Puncaknya, pada tahun 2013 pemerintah federal telah menolak 

untuk memberikan dukungan finansial yang berkelanjutan untuk mendukung operasional 

dari Holden (Morley, 2020).  

Persaingan pasar otomotif yang sangat kompetitif pada kawasan Asia-Pasifik serta 

menurunnya kredibilitas Holden hanyalah salah satu dari sekian faktor yang dinilai 

memundurkan bisnis Holden di Australia. Pada akhirnya, General Motors sebagai induk 

perusahaan Holden memutuskan untuk berhenti bermitra dengan Holden. Keputusan ini 

memang diakibatkan oleh General Motors yang kesulitan dalam menopang operasi bisnis 

dari Holden yang hanya berada di dua negara saja (Kompas, 2020). Hal yang menarik 

kemudian adalah kemungkinan hadirnya dimensi politik yang juga ikut mempengaruhi dan 

menjadi alasan mengapa pemerintah yang tidak lagi sepenuhnya mendukung Holden untuk 

tetap eksis di negeri Kangguru. Sebab, Senator Kim Carr, selaku politisi Partai Buruh telah 

menegaskan bahwa Perdana Menteri Tony Abbott dan Partai Koalisi pemerintahan telah 

menekan Holden untuk segera tutup (Carr, 2017). Dengan kata lain, penghentian 

operasional Holden secara luas juga disebabkan oleh faktor politis, tidak hanya sekedar 

persoalan bisnis, manajemen produk, serta perubahan selera konsumen (Morley, 2020).  

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin menganalisis faktor-faktor berhenti 

produksinya manufaktur Holden melalui kajian yang bersifat politis. Selain persoalan bisnis 

dan perdagangan, fenomena ini juga membuktikan eksistensi dari kepentingan pemerintah 

yang mendorong Holden untuk segera tutup. Di sisi lain, penulis ingin memahami relevansi 

ilmu hubungan internasional dalam menganalisis fenomena-fenomena yang berkaitan 

dengan industri otomotif. Dengan demikian, penelitian ini akan memperkaya khazanah 

pengetahuan dan implikasi kebijakan pemerintah dalam industri otomotif sebagai manfaat 

praktisnya. 

Lebit lanjut, terdapat dua penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam tulisan ini. 

Pertama, jurnal yang ditulis Clibborn et al (2016) dengan judul "Who Killed the Australian 

Automotive Industry: The Employers, Government or Trade Unions?"  yang menyimpulkan 

bahwa akar masalah dari fenomena ini disebabkan akibat menurunnya daya saing 

perusahaan Holden untuk bersaing dengan kompetitornya. Dengan demikian, mereka 

mengelaborasikan penelitian dengan menjelaskan faktor perekonomian dan manajemen 

industri. Selanjutnya, jurnal milik Valadkhani dan Smyth (2016) dengan judul "The Effects 

of the Motor Vehicle Industry on Employment and Research Innovation in Australia" yang 

menyimpulkan bahwa minimnya inovasi, beserta research and development (R&D) 

perusahaan merupakan kausalitas utama. 

Kedua penelitian terdahulu telah mengungkapkan bahwa akar permasalah dari 

fenomena ini merupakan persoalan ekonomi, termasuk untung dan rugi. Adapun perbedaan 

terhadap kedua penelitian terdahulu yang penulis lakukan, yaitu membuktikan bahwa faktor 

politik juga merupakan suatu kausalitas yang telah membunuh Holden. Untuk menjelaskan 

fenomena ini, variabel yang digunakan adalah politik dan ekonomi. Pembatasan ini 

ditujukan dengan maksud agar penelitian ini menjelaskan secara detail fenomena yang 
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berkaitan dengan industri otomotif melalui perspektif hubungan internasional. Oleh sebab 

itu, penelitian ini berfokus pada faktor-faktor politis yang mempengaruhi keberlangsungan 

suatu entitas perekonomian.  

 

KERANGKA KONSEPTUAL 

Konsep yang digunakan dalam penelitian yaitu ekonomi politik internasional, 

pengambilan keputusan pemerintah terhadap pasar, free trade policy, dan kebijakan 

pemerintah terhadap keberlangsungan industri. Sebagaimana yang telah didefinisikan 

oleh Gilpin (2001: 23), bahwa ekonomi dunia ditentukan oleh dua determinan, yakni pasar 

dan kebijakan dari suatu negara. Dengan demikian, fenomena-fenomena ekonomi tidak 

akan terlepas dari hadirnya dimensi politik.  

Selanjutnya, pengambilan keputusan pemerintah terhadap pasar juga merupakan 

manifestasi kepentingan politik dalam aktivitas perekonomian. Berawal dari gagasan 

Friedmann (1962: 21), legitimasi pemerintah adalah sebagai pihak yang menentukan 

“rules of the game”, serta berperan sebagai hakim yang menafsirkan dan menegakan 

seperangkat aturan yang telah ditetapkan terhadap pasar. Dalam muara pengambilan 

keputusan yang bersifat politis, Easton (1957: 383-385) mendefinisikan bahwa proses 

pengambilan keputusan akan melalui sistem politik, yakni interaksi yang saling berkaitan 

dengan artikulasi kepentingan melalui politik praktis. Proses ini meliputi  input dan output 

terhadap suatu kebijakan yang meliputi suprastruktur dan infrastruktur politik, dan 

pemerintah merupakan variabel utama dalam proses pengambilan keputusan. 

Sementara itu, Charles Hill dan G. Thomas Hult (2018: 155) mendefinisikan bahwa 

pasar bebas merupakan manifestasi kepentingan negara, dengan adanya interaksi antara 

negara dengan entitas perekonomian yang dituaikan melalui kebijakan. Adapun kebijakan 

pasar bebas dalam interaksi perekonomian berupaya untuk menciptakan keunggulan 

komparatif melalui aktivitas perdagangan internasional. Keunggulan komparatif 

terbentuk atas simbiosis mutualisme dari setiap negara dalam aktivitas perdagangan 

internasional. Terlebihnya, Cavusgil et al (2017: 148) juga mendefinisikan bahwa 

perdagangan internasional merupakan simbionis mutualisme antar negara yang yang 

bertujuan untuk saling melengkapi guna menciptakan keuntungan komparatif. 

Guna menjelaskan fenomena penghentian Holden, hal ini dapat dilakukan dengan 

menggunakan kebijakan pemerintah terhadap keberlangsungan industri. Menurut Cimoli 

et al (2009: 2) kebijakan industri merupakan landasan yang sifatnya mengikat para pelaku 

ekonomi dan mengatur mengenai batas-batas ketentuan dalam interaksi pasar. 

Terlebihnya lagi, persoalan industri yang berorientasi terhadap keunggulan komparatif 

juga memerlukan kebijakan makro ekonomi yang kompatibel untuk mengatur 

keberlangsungan industri yang substansial dan sesuai dengan kepentingan negara (Cimoli 

et al, 2009: 3-8). Oleh sebab itu, ketersediaan sarana dan prasarana serta kapabilitas 

pemerintah dalam mengendalikan industri merupakan dua variabel terpenting dalam 

keberlangsungan industri nasional. 
 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian dengan 

menghasilkan data yang bersifat eksplanatif dengan menjelaskan variabel-variabel yang 

diteliti, serta kausalitas antar variabel berdasarkan subjek yang diteliti (Sugiyono, 2017). 

Teknik penggumpulan data yang digunakan adalah studi literatur dengan metode 

pengumpulan data desk research dalam menganalisis data. 
 

PEMBAHASAN 

Dinamika operasional Holden pada bab sebelumnya juga membuktikan bahwa 
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pemerintah telah melegitimasi keberlangsungan industri otomotif Australia melalui 

kepentingannya pada perdagangan internasional, serta kebijakan industri yang secara 

substansial telah mempengaruhi operasional Holden. Dalam bagian ini, penulis berupaya 

menjelaskan faktor politis, yakni kepentingan pemerintah Australia dalam orientasi 

kebijakan perdagangan internasionalnya untuk menggapai keunggulan komparatif. Selain 

kajian tersebut, bagian ini juga membahas mengenai proses pengambilan keputusan 

pemerintah Australia terhadap operasional manufaktur Holden. 

Orientasi Australia dalam Perdagangan Internasional. 

Dewasa kini, Australia telah menjadikan perdagangan internasional sebagai salah 

satu sektor yang krusial. Sektor perdagangan internasional sangat penting bagi 

perekonomian Australia akan ketersediaan lapangan pekerjaan serta kemakmuran 

masyarakatnya. Perdagangan internasional juga membuka peluang bagi warga Australia 

untuk mengembangkan bisnis mereka. Sebab, keuntungan yang diperoleh dari perjanjian 

perdagangan dapat meningkatkan semua sektor perdagangan, barang, jasa, dan investasi, 

yang dapat membantu peningkatan kualitas dan daya saing perusahaan Australia (DFAT, 

2022). Australia mulai aktif bergerak dalam optimalisasi peluang yang terbuka pada 

perdagangan internasional sejak beberapa dekade silam. Pemerintah yang berkewajiban 

untuk menciptakan kebijakan pasar yang substansial telah berupaya untuk melegitimasi 

keberlangsungan perekonomian Australia dengan menyesuaikan dinamika perdagangan 

internasional. 

Strategi perdagangan internasional dari Australia telah mengalami perubahan yang 

drastis dalam beberapa dakade terakhir. Memasuki era 1990 hingga saat kini 

kecenderungan Australia dalam perdagangan internasional secara dinamis telah banyak 

perubahan. Seperti halnya ketika Australia menjadikan negara-negara pada Kawasan 

Indo-Pasifik seperti Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, India, ASEAN, Selandia Baru, 

serta beberapa negara berkembang lainnya pada Kawasan Asia Selatan, hingga Benua 

Afrika yang dinilai potensial sebagai mitra dagang strategis bagi Australia (De Silva, 

2014). Aktivitas perdagangan internasional begitu penting bagi Australia. Mengingat,  

simbionis mutualisme dalam interaksi antar negara yang yang bertujuan untuk saling 

melengkapi guna menciptakan keuntungan komparatif (Cavusgil et al, 2017: 148). 

Orientasi utama Australia dalam perdagangan internasional pada tahun 2021 

berorientasi pada sektor energi dan mineral, agrikultur, serta kendaraan bermotor. Hal ini 

dibuktikan melalui aktivitas ekspor dan impor Australia. Ekspor Australia pada 2021 

didominasi oleh sektor energi dan mineral dalam aktivitas perdagangan internasional. 

Disisi lain Australia tetap menjadi eksportir produk agrikultur, sebagai salah satu 

andalannya dalam perdagangan internasional (DFAT, 2022). Sementara itu, impor 

Australia didominasi oleh produk minyak bumi olahan, ketika aktivitas ekspor pada 

sektor energi dan mineral telah menjadi keuntungan terbesar (DFAT, 2022). Namun 

demikian, hal ini pun juga membuktikan bahwa energi dan mineral merupakan orientasi 

perdagangan Australia yang paling diutamakan. Selain itu, aktivitas impor Australia juga 

banyak didominasi oleh sektor otomotif (DFAT, 2022). Lantas, orientasi kebijakan 

industri otomotif Australia adalah sebagai importir kendaraan bermotor. 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, hal ini telah membuktikan orientasi utama 

Australia dalam aktivitas perdagangan internasional. Sebab, sektor ini menciptakan 

simbiosis mutualisme antara Australia dengan negara mitranya, melalui interdependensi 

perekonomian, serta terjaminnya keunggulan komparatif terhadap kedua belah pihak. 

Secara historis, kebijakan Australia dalam penandatanganan Thailand – Australia Free 

Trade Agreement (TAFTA) sejak tahun 2005 merupakan kesepakatan yang menciptakan 

dominasi produk impor pada pasar otomotifnya. Penandatanganan TAFTA yang pada 
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dasarnya merupakan strategi Australia untuk meningkatkan pertumbuhan ekspor, 

investasi yang strategis, serta mobilitas bisnis telah memberikan konsekuensi yang buruk 

bagi Holden (Autocar, 2017). Selain itu, TAFTA juga telah memvalidasi Australia 

sebagai negara yang mengandalkan pabrikan impor untuk kendaraan bermotor. 

Sebagaimana yang telah diketahui sebelumnya, Thailand telah menjadi importir 

kendaraan bermotor terbesar kedua di Australia setelah Jepang, serta Korea Selatan pada 

peringkat ketiga. 

Mengenai Jepang, negara ini menjadi produsen kendaraan bermotor yang paling 

mendominasi pasar otomotif Australia. Kebijakan Button Car Plan pada tahun 1985 telah 

menjadi pemantik, dengan mengizinkan pabrikan Jepang untuk mendominasi pasar 

otomotif Australia. Sejak Japan-Australia Economic Partnership Agreement (JAEPA) 

mulai berlaku sejak tahun 2015. Oleh sebab itu, implikasi dari JAEPA telah menjamin 

kemudahan bagi para eksportir Australia untuk peningkatan akses pasar pada barang dan 

jasa secara signifikan, serta secara substansial meningkatkan perlindungan investasi 

untuk kedua belah pihak (DFAT, 2018). Berdasarkan kesepakatan kerjasama 

perdagangan melalui JAEPA, pemerintah Australia juga berupaya untuk menciptakan 

persaingan dagang yang kompetitif pada pasar otomotif. Salah satu dampak dari JAEPA 

adalah proses lobi pada pasar otomotif. Konsumen Australia akan mendapatkan 

keuntungan dari mobil pabrikan Jepang yang dibebaskan oleh tarif impor (ABC, 2014). 

Melalui kesepakatan perdagangan antar kedua belah pihak, hal ini bertujuan untuk 

menciptakan interdependensi perekonomian, antara Australia dengan Jepang, dan juga 

antara manufaktur dengan konsumen. 

Selanjutnya, Korea Selatan juga merupakan negara ketiga terbesar dari mitra dagang 

utama Australia dalam industri otomotif. Kerjasama antara Australia dengan Korea 

Selatan juga merupakan manifestasi kepentingan perdagangan, yang selain melibatkan 

kepentingan dari aktor ekonomi juga dilegitimasi oleh pemangku kebijakan. Dalam hal 

ini, KAFTA yang berlaku sejak tahun 2014 merupakan simbiosis mutualisme antara 

Australia dengan Korea Selatan. Perjanjian ini telah  membantu Australia dalam hal 

mengatasi hambatan non-tarif pada sektor perdagangan internasional (DFAT, 2022). 

Korea Selatan merupakan mitra perdagangan strategis yang memiliki perkembangan 

IPTEK yang pesat, dan hal ini adalah potensi untuk perkembangan industri Australia di 

masa depan. Perjanjian Perdagangan Bebas dengan Korea Selatan merupakan keuntungan 

bagi industri teknologi dan pertanian. Namun, hal ini juga merupakan kematian industri 

manufaktur mobil Australia (Dowling, 2013). 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, relevansi antara orientasi perdagangan 

internasional Australia dengan fenomena penghentian operasional Holden memang telah 

melibatkan kepentingan aktor negara. Kepentingan aktor negara yang akan dibahas 

adalah pengaruh proses lobi antara negara yang membawa kepentingan untuk pasar 

otomotif, yang mana juga melatarbelakangi penutupan operasional Holden. Adanya 

manifestasi kepentingan ekonomi dan politik melalui penandatanganan kerjasama 

perdagangan bebas telah membuktikan bahwa pemerintah Australia memiliki 

kepentingan untuk menciptakan keberlangsungan perekonomian yang strategis. Dalam 

relevansinya, industri otomotif Australia memiliki ketergantungan dengan kebijakan yang 

dirumuskan oleh pemerintah. Berdasarkan konsep kebijakan pemerintah terhadap industri 

yang dikemukakan oleh Cimoli et al (2009: 2) pemerintah Australia telah menciptakan 

kebijakan industri sebagai nilai fundamental dalam proses dan perkembangan 

industrialisasi Australia. Sebab, kebijakan industri Australia secara substansial 

merupakan landasan regulasi yang mengikat pelaku ekonomi, mekanisme pasar, regulasi 

operasional perusahaan, serta batas-batas maupun ketentuan yang diatur melalui proses 

interaksi pasar.  
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Dalam sudut pandang yang bersifat politis, penandatanganan kerjasama perdagangan 

bilateral melalui TAFTA, JAEPA, dan KAFTA, merupakan fenomena yang melibatkan 

proses lobi politik antar pemangku kebijakan yang berkepentingan dengan Australia. Hal 

ini telah membuktikan asumsi ekonomi politik internasional yang telah dikemukakan oleh 

Gilpin (2001: 24) bahwa ekonomi dunia ditentukan oleh dua determinan, yakni melalui 

pasar dan kebijakan negara. Oleh sebab itu, kepentingan ekonomi merupakan kepentingan 

yang politis. Sebab, entitas antara ekonomi dan politik bersifat saling berkaitan dan saling 

ketergantungan (interdependensi). Dengan demikian, industri otomotif akan selalu 

melibatkan peran pemerintah, dalam menciptakan strategi perdagangan yang substansial 

saling menguntungkan.  

Melalui kesepakatan perjanjian perdagangan TAFTA, JAEPA, dan KAFTA, 

pemerintah Australia memiliki kuasa terbesar untuk mengatur keberlangsungan industri 

nasional. Seperti halnya peluang dan keuntungan dalam perdagangan, orientasi Australia 

dalam perdagangan internasional dipengaruhi oleh kepentingan politik. Pada faktanya, 

kebijakan pemerintah yang merupakan produk politik melalui lobi kepentingan 

merupakan kebijakan yang secara keseluruhan menguntungkan perekonomian Australia. 

Legitimasi pemerintah terhadap keberlangsungan industri dalam dinamika perekonomian 

telah dirumuskan secara seksama, dengan mempertimbangkan urgensi, skala prioritas, 

keuntungan bersama, serta interdependensi perekonomian pada tiap sektor yang 

ditujukan. Kendati demikian, Holden tidak dapat adaptif terhadap perumusan kebijakan 

pemerintah Australia. Meskipun pemerintah telah menciptakan kebijakan yang tidak 

bersahabat bagi Holden, orientasi Australia pada perdagangan internasional merupakan 

bukti bahwa kuasa pemerintah adalah hal yang krusial guna menggapai keunggulan 

komparatif, serta keuntungan negara yang dicapai melalui entitas ekonomi dan politik. 

Berdasarkan orientasi Australia dalam perdagangan internasional yang telah 

disebutkan sebelumnya, hal ini membuktikan bahwa segala aktivitas perekonomian 

adalah hasil dari kepentingan politik. Hal ini pun telah ditegaskan oleh Gilpin (2001: 23), 

bahwa entitas ekonomi itu sendiri kurang akurat dalam memandang aktivitas perdagangan 

internasional. Orientasi Australia dalam perdagangan internasional juga merupakan hal 

yang bersifat politik, yang disebabkan oleh kausalitas antara perekonomian dunia dengan 

kepentingan nasional. Dalam hal ini, pemerintah Australia yang berperan sebagai aktor 

negara telah melegitimasi aktivitas perekonomian untuk mencapai kepentingan nasional. 

Selain itu, kekuatan ekonomi dan dinamisnya perdagangan internasional telah 

membentuk kebijakan, orientasi Australia, serta kepentingan politik antara negara dengan 

aktor ekonomi melalui interaksi yang terjadi dalam perdagangan bebas. 

Orientasi Australia dalam perdagangan internasional juga merupakan manifestasi 

kepentingan nasional. Pemerintah Australia adalah aktor negara yang memegang kendali 

terhadap interaksi perekonomian internasional yang dipengaruhi oleh pasar bebas. 

Konsep ini juga telah ditegaskan oleh Gilpin (2001: 151), bahwa negara dapat 

menentukan kebijakan fiskal, kebijakan moneter, mengendalikan neraca keuangan, dan 

melegitimasi perekonomian. Oleh sebab itu, peran krusial pemerintah Australia adalah 

memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengendalikan keberlangsungan 

dinamika perekonomian untuk menggapai kepentingan nasionalnya. Manifestasi 

kepentingan nasional Australia dalam perdagangan internasional juga merangkul negara 

lain, sebagai mitra dagang strategisnya. Mitra dagang Australia khususnya dalam industri 

otomotif, yakni Jepang, Thailand, dan Korea Selatan, dilibatkan melalui kesepakatan 

kerjasama perdagangan bebas. Dari kesepakatan tersebut, Australia dengan mitra 

dagangnya telah menciptakan simbiosis mutualisme dengan terciptanya interdependensi 

perdagangan, keunggulan komparatif, serta peningkatan investasi dan mobilitas bisnis. 
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Komitmen Australia terhadap United Nations Economic Commission for Europe 

(UNECE) 

Kepentingan Australia melalui United Nations Economic Commission for Europe 

(UNECE) telah membawa dampak yang besar. Mengenai dampaknya, UNECE tidak 

hanya berimbas pada persoalan ekonomi. UNECE memiliki mandat dengan pendekatan 

tradisionalnya, khususnya yang berfokus pada persoalan transporatasi internasional. 

Sementara itu, langkah-langkah keberlanjutan dari transportasi memerlukan pedekatan 

sistem, yakni dengan mempertimbangkan kesesuaian transportasi lokal, regional, 

nasional, dan internasional. Hal ini juga telah ditegaskan melalui peran kunci UNECE 

dalam beberapa bidang yang berkelanjutan, seperti akses internasional, keselamatan lalu 

lintas, transportasi antarmoda, serta kendaraan ramah lingkungan (UNECE, 2011). 

Dengan demikian, eksistensi UNECE telah berdampak besar pada keberlangsungan dari 

industri otomotif Australia.    

Orientasi Australia dalam perdagangan internasional juga berkomitmen terhadap 

pembangunan perekonomian yang berkelanjutan. Selain dari komitmen untuk 

kepentingan ekonomi, Australia juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas 

lingkungan hidup, serta perkembangan riset dan teknologi. Australia memang telah 

menandatangani perjanjian kerjasama dengan UNECE 1958, dan UNECE 1998. Dalam 

hal ini, Australia yang telah berkomitmen penuh serta mengadopsi kerangka regulasi dan 

rekomendasi dari UNECE itu sendiri. Sebagai implikasinya, Australia telah berupaya 

untuk menyelaraskan standar kendaraan nasionalnya dengan peraturan internasional 

dengan tujuan untuk meningkatkan standarisasi dan kelayakan kendaraan yang akan 

dijual. Hal ini dibuktikan ketika Australia telah memperbarui regulasi kendaraannya 

melalui Road Vehicle Standards Act (RVSA) pada tahun 2018, yang menggantikan Motor 

Vehicle Standards Act (MSVA). Dengan demikian, hal ini telah membuktikan bahwa 

secara umum Australia memiliki keinginan kuat untuk peningkatan standarisasi industri 

otomotifnya.   

Melalui UNECE, apa yang telah menjadi komitmen Australia untuk meningkatkan 

standarisasi kendaraan pada pasar domestiknya merupakan sebuah langkah yang 

membawa perubahan. Pada dasarnya, RVSA 2018 telah menyesuaikan dengan regulasi 

kelayakan kendaraan yang telah tertuai dalam World Forum for the Harmonization of 

Vehicle Regulations (WP.29). Secara hirarkis, WP.29 adalah forum yang disediakan oleh 

Divisi Transportasi Berkelanjutan UNECE untuk inovasi teknologi kendaraan. Dalam hal 

ini, eksistensi dari WP.29 didedikasikan untuk regulasi teknis yang diterapkan pada 

industri otomotif secara luas, termasuk standar keselamatan kendaraan, serta standar 

kendaraan terhadap lingkungan yang berkelanjutan (UNECE, 2022). Terlebihnya lagi, 

RSVA 2018 merupakan regulasi yang memandang keberlangsungan industri otomotif 

yang berkelanjutan adalah sebagai urgensi. Sebab, selain dari komitmen terhadap 

kerangka kerjasama UNECE, hal ini juga merupakan wujud nyata Australia untuk 

berkontribusi penuh terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 (NBC, 2022). 

Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah terhadap industri otomotif juga menjadi bagian dari 

orientasi Australia terhadap perdagangan internasional yang berkelanjutan. 

Melalui kerjasama Australia dalam UNECE, hal ini membuktikan bahwa industri 

otomotif Australia sebenarnya diuntungkan dengan cara yang progresif. Sebab, implikasi 

dari komitmen Australia terhadap UNECE adalah industri otomotif yang berfokus pada 

perkembangan riset, inovasi teknologi, serta kendaraan ramah lingkungan. Terlebihnya 

lagi, regulasi terhadap kendaraan bermotor melalui RVSA 2018 juga turut memastikan 

ketersediaan fasilitas ataupun infrastruktur industri otomotif dalam hal riset dan 

perkembangan teknologi. Selain itu, kepentingan Australia untuk perkembangan 

kendaraan yang ramah lingkungan juga merupakan langkah yang patut diapresiasi. Sebab, 
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selain implikasi dari bentuk komitmen Australia terhadap UNECE juga merupakan 

langkah konkrit Australia untuk menggapai SDGs 2030, serta 2030 Climate Target Plan, 

khususnya sebagai aksi nyata untuk menangani krisis perubahan iklim. Dengan demikian, 

kepatuhan Australia terhadap UNECE telah berhasil untuk mewujudkan kemajuan yang 

signifikan terhadap industri otomotif nasionalnya. 

Kebijakan Isolasionisme Donald Trump terhadap Perjanjian Perdagangan Trans-

Pacific Partnership (TPP) 

Pada faktanya, Holden memang berafiliasi dengan perusahaan General Motors, 

sebagai induk perusahaan yang juga merupakan manufaktur kendaraan terbesar di AS. 

Dalam hal ini, operasional Holden yang sangat bergantung dengan perusahaan induknya 

juga turut menghadapi faktor eksternal berupa dinamika ekonomi dan politik pada 

regional Asia – Pasifik, khususnya yang menjadi kepentingan ataupun kebijakan dari AS 

itu sendiri. Persaingan dagang dalam industri otomotif pada Kawasan Asia – Pasifik telah 

mengalami peningkatan yang jauh lebih kompetitif. Selain itu, aktivitas perdagangan 

internasional juga merupakan sebuah fenomena yang terbentuk atas dasar kepentingan 

ekonomi maupun kepentingan yang politis.  

Dalam dinamika perdagangan internasional, faktor politis turut mempengaruhi 

proses dan pengambilan keputusan dalam sebuah kebijakan. Kebijakan negara dalam 

perdagangan terbentuk atas dasar kepentingan, yang berimplikasi terhadap operasional 

suatu entitas perekonomian. Dalam hal ini AS, yang pada masa pemerintahan presiden 

Barack Obama telah menciptakan kesepakatan perdagangan bebas. Secara historis, rezim 

Obama telah berhasil untuk mengesahkan perjanjian kerjasama perdagangan yang 

bertajuk Trans-Pacific Partnership (TPP) yang beranggotakan 12 negara pada 4 Oktober 

2015 silam. Selain itu, TPP telah berhasil melalui bermusyarawah dalam proses negosiasi 

dalam pembentukan TPP (USTR, 2015). Sejak kesepakatan tercapai, eksistensi dari TPP 

adalah untuk mengintegrasikan kepentingan perdagangan bebas seluruh anggotanya pada 

Kawasan Indo – Pasifik.  

Implikasi dari eksistensi TPP pada kawasan Asia - Pasifik adalah kesepakatan 

perdagangan berstandar tinggi, ambisius, komprehensif, dan seimbang terhadap 

anggotanya. Selain itu, kesepakatan ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan 

ekonomi, mendukung penciptaan dan retensi pekerjaan, meningkatkan inovasi, serta 

peningkatan produktivitas dan daya saing (USTR, 2015). perjanjian dagang ini cukup 

potensial untuk menguntungkan aktor ekonomi yang terlibat. Implikasi dari TPP dapat 

memberi kebebasan terhadap segala urusan terkait pajak, tarif, dan bea masuk. Sebab, 

tujuan dari terbentuknya kesepakatan perdagangan adalah untuk menggapai suatu 

keuntungan, yang berimbas pada persoalan lapangan kerja, pertumbuhan bisnis, maupun 

kualitas hidup masyarakat (USTR, 2015). Idealnya, implikasi dari perdagangan 

internasional pada sejatinya merupakan sebuah kebebasan perdagangan yang 

memungkinkan untuk memberikan keuntungan terhadap aktor yang terlibat.  

Perjanjian dagang ini sebenarnya dapat memberikan dampak positif. Hanya saja, 

Donald Trump melalui rezim proteksionisme perdagangan telah menolak TPP, sebagai 

produk kebijakan luar negerinya Obama. (Amadeo, 2022). Pada implikasinya, kebijakan 

ini memiliki ‘efek domino’ yang juga membunuh operasional dari Holden. Imbasnya, 

kebijakan isolasionis Trump telah memutus kerjasama antara General Motors dengan 

Holden. Dalam perspektif yang bersifat politis, meningkatnya kebijakan perdagangan 

proteksionis Trump pada saat itu telah mengubah kebijakan perusahaan General Motors 

dalam menentukan pasar internasionalnya. Hal ini merupakan fenomena ekonomi dan 

bisnis, yang dipengaruhi oleh kepentingan dari pemerintah. Namun demikian, fenomena 

ini membuktikan bahwa eksistensi dari perusahaan sudah sepatutnya adaptif terhadap 
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kebiajakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah. Adapun kebijakan yang telah 

dirumuskan oleh pemerintah dipengaruhi oleh faktor eksternal, yakni dinamika 

perdagangan internasional. Akan tetapi, implikasi dari kebijakan isolasionisme Trump 

tidak menguntungkan aktivitas impor. Sebab, tarif impor yang lebih mahal akan 

berdampak sebagai ancaman bagi strategi multinasional General Motors, yang dalam 

operasional perdagangan bebasnya juga mencakup lintas benua. Dengan demikian, 

keputusan untuk berhenti berafiliasi dengan Holden pada tahun 2020 adalah keputusan 

yang tepat. 

Sebagai dampak dari kebijakan isolasionis, General Motors telah menghentikan 

operasionalnya pada wilayah yang secara geografis dinilai tidak menguntungkan. Sebagai 

solusinya, perusahaan ini akan memaksimalkan kebijaksan lokalisasi pada strategi 

multinasional perusahaan untuk jangka waktu panjang. Dalam menyikapi kebijakan 

perdagangan pada rezim Trump, General Motors telah menyatakan bahwa kebijakan 

lokalisasi ini penting (Williams, 2021). Selain itu, lokalisasi perusahaan juga mendukung 

perekonomian masyarakat lokal. Terlebihnya lagi, kebijakan ini adalah upaya untuk 

merealisasikan kebijakan ramah lingkungan dengan meminimalisir intensitas pengiriman, 

sehingga turut mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, mengurangi emisi karbon, serta 

efektivitas material dan bahan baku produksi (Williams, 2021). Oleh sebab itu, kebijakan 

ini dapat menurunkan resiko dengan meningkatkan flexibilitas rantai pasokan 

perusahaan, yang sebenarnya diperuntukan untuk mengantisipasi berbagai gangguan lain 

seperti bencana alam, kepentingan politik, serta perubahan kebijakan perdagangan. 

 
Implikasi Ratifikasi United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) 

terhadap Orientasi Kebijakan Industri Otomotif Australia 

Secara historis, pemerintah Australia telah memperbaruhi kebijakan terhadap industri 

otomotifnya. Sejak disahkan pada tahun 2018, kebijakan yang tertuai dalam Road Vehicle Standards 

Act (RVSA) telah menggantikan Motor Vehicle Standards Act (MVSA) yang telah berlaku selama 29 

tahun. RVSA sebagai undang-undang kendaraan bermotor bertujuan untuk meningkatkan standar dan 

kualitas kendaraan yang berkelanjutan. Sebab, RSVA mengikat muatan hukum yang mewajibkan 

pentingnya peningkatan kualitas kendaraan, dengan regulasi yang mewajibkan penerapan teknologi 

terbarukan, serta jaminan terhadap kualitas emisi gas buang kendaraan bermotor yang ramah 

lingkungan (Parliament of Australia, 2018). Hal ini membuktikan bahwa pemerintah berperan untuk 

menciptakan kesesuaian pasar yang relevan terhadap kompetensi industri otomotif. 

Adapun muatan hukum yang tertuai dalam RVSA memiliki tiga tujuan, yang secara umum 

mengatur mengenai standar layak jalan kendaraan bermotor di Australia. Yang pertama, undang-

undang ini memiliki regulasi yang mengikat terhadap aktor yang terlibat dalam industri otomotif 

Australia. Hal ini telah tertuai dalam RVSA, sebagai standarisasi kendaraan yang telah ditetapkan 

secara nasional, dengan standar berbasis kinerja yang konsisten terhadap kendaraan bermotor 

(Parliament of Australia, 2018). Sebagai bentuk legitimasinya, undang-undang ini mengikat peraturan 

yang harus dipatuhi oleh produsen kendaraan bermotor sebelum diperjualbelikan di Australia. 

Kemudian, undang-undang ini juga mengesahkan parameter kendaraan layak jalan yang akan 

diperjualbelikan kepada konsumen, antara lain untuk memenuhi standar keselamatan, mengadopsi 

teknologi konservasi energi ramah lingkungan dan teknologi anti maling, serta mampu untuk 

memanfaatkan kemajuan teknologi (Parliament of Australia, 2018). 

Undang-undang ini juga merupakan komitmen Australia terhadap peraturan internasional. 

Sebagai bentuk komitmennya, RVSA juga telah memberlakukan regulasi yang menyelaraskan standar 

kendaraan bermotor terhadap kerangka regulasi yang diterbitkan oleh UNECE. Dengan mengadopsi 

kedua perjanjian tersebut kedalam undang-undang nasionalnya, Australia memang negara yang 

memiliki komitmen terhadap kerangka kerjasama UNECE. Adapun kebijakan ini telah diamandemen, 
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dan telah berlaku untuk Australia dari waktu ke waktu. 

Sebagai penegakan hukum, persetujuan dari pemerintah juga diperlukan untuk mengimpor 

kendaraan bermotor ke Australia, dan harus didaftarkan melalui Register of Approved Vehicle (RAV) 

sebelum diperjualbelikan untuk pasar otomotif Australia. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur 

kepatuhan masyarakat terhadap muatan hukum yang tertuai dalam RVSA. Untuk memastikan 

kepatuhan terhadap Undang-Undang ini, Departemen Transportasi Australia juga berwewenang untuk 

penegakan hukum, sebagai upaya untuk memastikan respons regulasi yang paling proporsional dan 

efektif terhadap penerapannya. Hal ini merupakan landasan dari wewenang pemerintah dalam RSVA, 

dan telah ditegaskan melalui regulasi yang tertuai, yakni dengan memberdayakan Menteri Transportasi 

untuk menetapkan standar nasional kendaraan bermotor Australia sebagai tujuan dari penerapan 

RVSA (Parliament of Australia, 2018). Hal ini pun merupakan bentuk legitimasi Menteri Transportasi 

Australia dalam regulasi kendaraan bermotor Australia, sebagai upaya untuk memfasilitasi kebijakan 

yang berkesinambungan untuk industri otomotif Australia. 

Pada implikasinya, RVSA telah mengubah orientasi industri otomotif Australia 

terhadap kemajuan. Kendaraan yang akan dipasarkan di Australia memiliki kewajiban 

untuk mematuhi ekspektasi pemerintah Australia dalam pengembangan industri otomotif 

yang berkelanjutan. Selain itu, RVSA dalam pandangan yang bersifat politis telah 

membuktikan legitimasi pemerintah untuk memaksa kesesuaian pasar yang relevan 

dengan kebutuhannya. Pada dasarnya, Friedman (1962: 21) telah mendefinisikan bahwa 

segala aktivitas dalam pasar merupakan fenomena yang terjadi secara politis, dengan 

melibatkan eksistensi pemerintah sebagai pemangku kebijakan untuk berpartisipasi 

secara langsung dalam dinamika pasar. Hal ini merupakan fenomena yang membuktikan 

bahwa segala aktivitas dalam pasar otomotif Australia merupakan hasil dari legitimasi 

pemerintah Australia dalam peningkatan industri otomotif.  

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, hal ini membuktikan eksistensi dari faktor 

politis pemerintah Australia terhadap industri otomotifnya melalui RVSA. Implikasi 

RVSA terhadap pasar otomotif telah menjadi produk legislasi parlemen Australia yang 

mengatur orientasi kebijakan industry otomotif yang berkelanjutan. Dalam hal ini, 

manufaktur kendaraan bermotor merupakan perusahaan multinasional yang berperan 

sebagai non-state actor dalam pasar otomotif Australia. Kebijakan pemerintah yang 

dimaksud telah mencakup seperangkat regulasi yang menjadi ‘aturan main’ terhadap 

pasar. Sebab, kegiatan operasional manufaktur yang beroperasi dalam suatu negara sudah 

sepatutnya patuh terhadap regulasi yang telah diterapkan oleh pemerintah. Terlebihnya 

lagi, kegiatan operasional manufaktur kendaraan bermotor Australia juga sangat 

bergantung kepada negara, sebagai penyedia infrastruktur ataupun suprastruktur ekonomi 

dan politik.  

Oleh sebab itu, peran pemerintah Australia dalam undang-undang RVSA yang telah 

disahkan pada 2018 silam adalah sebagai penyedia kerangka kebijakan yang relevan 

terhadap kepentingan nasionalnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, 

Australia merupakan negara importir kendaraan bermotor yang berorientasi pada 

perkembangan teknologi terbarukan, serta kendaraan ramah lingkungan. Dalam hal ini, 

Holden sebagai perusahaan nasionalnya tidak dapat adaptif terhadap kepentingan 

Australia dalam industri otomotif yang berkelanjutan. Dengan demikian, implikasi dari 

kebijakan ini menciptakan peluang bagi pabrikan impor untuk mendominasi pasar 

domestik Australia. Melalui kebijakan yang telah dirumuskan, peran krusial pemerintah 

Australia mampu untuk menciptakan dinamika perekonomian yang sesuai dengan 

kepentingan nasionalnya. 
 

Proses Pengambilan Keputusan terhadap Penghentian Holden 

Proses pengambilan keputusan pemerintah merupakan manifestasi kepentingan 
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politik dalam keberlangsungan dinamika perekonomiannya. Dalam hal ini, pemerintah 

menciptakan kebijakan yang diputuskan melalui cara-cara yang bersifat politis, yakni 

mendorong kesesuaian pasar yang relevan dengan kepentingannya. Aktivitas 

perekonomian yang saling berkorelasi dengan dimensi politik berlandaskan pada 

kebijakan pemerintah, yang juga bergantung terhadap rezim perdagangan internasional. 

Dengan demikian, pemerintah Australia memiliki kuasa terbesar dalam menentukan 

keberlangsungan roda perekonomiannya. 

Dalam operasional Holden, pemerintah Australia menciptakan kerangka kebijakan 

terhadap entitas industrinya. Sebab, kebijakan industri merupakan landasan ataupun 

kerangka regulasi yang mengikat setiap aktor ekonomi, mekanisme pasar, regulasi dari 

operasional perusahaan, serta batas-batas ketentuan yang diatur dalam interaksi pasar 

(Cimoli et al, 2008: 2). Dalam hal ini, pemerintah Australia menciptakan kebijakan 

perindustrian yang merupakan landasan fundamental dalam proses dan perkembangan 

industri otomotifnya. Pada faktanya, orientasi industri terhadap keunggulan komparatif 

juga bergantung oleh kontribusi ataupun kapabilitas pemerintah untuk melegitimasi dan 

menciptakan keberlangsungan pasar yang dapat memaksimalkan peluang dalam 

perekonomian. Dengan demikian, legitimasi pemerintah merupakan faktor yang paling 

krusial dan berperan penting terhadap industri nasionalnya. Hal ini pun juga 

membuktikan komitmen pemerintah Australia untuk menciptakan keberlangsungan 

industri otomotif yang yang sehat dan saling menguntungkan. 

Fenomena ini tidak sepenuhnya persoalan perekonomian. Selama lebih dari dua 

dekade, perusahaan Holden tetap eksis dengan bisnis yang tidak sehat. Namun demikian, 

hal yang menjadi alasan kuat dalam keputusan ini ialah ketika Australia mengalami 

penurunan nilai mata uang pada tahun 2013. Hal ini telah mendesak pemerintah Australia 

untuk menghentikan bantuan finansial untuk membantu operasional Holden. Australia 

memang tidak lagi menemukan urgensi untuk tetap mempertahankan eksistensi Holden 

ketika situasi perekonomian sedang memburuk. Menjelang Pemilihan Umum 2013, Tony 

Abbot telah mempolitisasi isu Holden dengan pernyataan kepada publik untuk 

menghentikan segala bentuk bantuan finansial untuk industri otomotif, dibandingkan 

dengan yang Partai Buruh lakukan. Dalam hal ini, pemerintah telah berulang kali 

memusatkan perhatian pada rencana Partai Koalisi untuk mengurangi bantuan finansial 

terhadap industri otomotif sebesar $500 juta Dollar Australia (Griffiths, 2013).  

Dalam kajian yang lebih mendetail mengenai pengambilan keputusan, penulis akan 

menjelaskan beberapa poin utama. David Easton (1957: 383-384) mendefinisikan bahwa 

sistem politik merupakan suatu fenomena yang menafsirkan sistem kegiatan yang saling 

keterkaitan dengan mengartikulasikan kepentingan. Oleh sebab itu, kepentingan politik 

Tony Abbot adalah variabel utama dalam proses pengambilan keputusan yang membunuh 

Holden secara perlahan sejak tahun 2013 silam. Dalam proses ini terdapat interaksi dan 

interdependensi antara lembaga dan struktur politik. Berdasarkan kodifikasi politik 

menurut Easton (1957: 383), bahwa sistem politik pada dasarnya melibatkan aktivitas 

operasional institusi, yakni partai politik, kelompok kepentingan, pemerintah, dan sistem 

pemilihan. Oleh sebab itu, proses pengambilan keputusan adalah persoalan yang politis, 

dengan menggunakan instrumen politik sebagai variabel utamanya. 

Pada dasarnya, pembentukan suatu pengambilan keputusan dalam sistem politik 

meliputi unsur-unsur input-output suatu kebijakan, yang terbentuk atas tuntutan dan 

dukungan. (Easton, 1957: 385). Pada implikasinya, hal ini berdampak pada permainan 

politik praktis berupa strategi kampanye yang terbentuk atas dasar dukungan dan 

kebutuhan oleh sekelompok masyarakat untuk pada Pemilihan Umum 2013. Hal ini 

merupakan proses untuk menentukan suatu keputusan dan atau kebijakan melalui adanya 

kebutuhan dan dukungan yang dimobilisasi oleh partai politik.  
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Hal ini merupakan bentuk manifestasi politik melalui mobilisasi masa dalam suksesi 

Pemilihan Umum Australia 2013. Kelompok kepentingan pada kasus ini melibatkan 

kontestasi politik, antara Partai Koalisi yang mengusung Tony Abbot, dengan Partai 

Buruh yang mengusung Kevin Rudd. Kontestasi politik antara Tony Abbot dengan Kevin 

Rudd merupakan dimensi politik yang menentukan nasib Holden di Australia. Sebagai 

cara untuk mengumpulkan masa solid, mereka saling membawa keberpihakan terhadap 

eksistensi Holden di Australia. Kampanye politik Tony Abbot yang mendorong Holden 

untuk tutup secara hormat pada akhirnya dapat diwujudkan ketika kubu politiknya 

memenangkan Pemilihan Umum. Hal ini membuktikan domain dalam dukungan politik, 

yakni komunitas politik, rezim, dan pemerintahan (Easton, 1957: 391-393). Tony Abbot 

beserta koalisinya merupakan elit politik yang dominan dalam fenomena ini. 

Terlebihnya lagi, proses pengambilan keputusan ini juga berkorelasi dengan strategi 

perdagangan internasional Australia. Komitmen Australia terhadap UNECE juga telah 

membentuk muatan hukum dari RVSA sejak 2018. Hal ini dibuktikan pada orientasi 

industri otomotif Australia yang selain mencari keunggulan komparatif, juga 

berkomitmen untuk pengembangan pabrikan kendaraan bermotor yang ramah 

lingkungan. Hal ini pun merupakan keputusan yang adaptif, untuk menjaga industri 

otomotif yang kompetitif dalam jangka waktu panjang. Sebagai domain eksternal, 

pengaruh lingkungan internasional memang mempengaruhi kepentingan para aktor 

politik Australia. Dengan demikian, dimensi politik akan selalu mencakup sektor 

pemerintahan, khususnya keputusan Australia yang juga mempertimbangkan masalah 

krisis iklim dapat seimbang dengan orientasi Australia terhadap perdagangan 

internasional. 

KESIMPULAN 

Dalam fenomena ini, kepentingan politik oleh suatu oknum telah menyebabkan 

hilangnya eksistensi Holden di Australia. Pemerintah Australia cenderung untuk 

menciptakan kebijakan yang memaksa keberlangsungan industri otomotif yang 

berkelanjutan. Adapun kebijakan pemerintah merupakan faktor politis yang 

menyebabkan Holden untuk tidak lagi eksis di Australia. Hal ini dibuktikan melalui 

orientasi Australia dalam perdagangan bebas, sebagai manifestasi kepentingan 

nasionalnya. Orientasi Australia terhadap perdagangan pada sektor energi mineral dan 

agrikultur sebagai kebijakan strategis berdampak pada simbiosis mutualisme dalam 

ekspor impor. Selain itu, kepatuhan Australia terhadap UNECE telah mengubah orientasi 

industri otomotif terhadap kendaraan yang ramah lingkungan, serta turut menjadi urgensi 

dari terciptanya RVSA sebagai undang-undang kendaraan bermotor. Terlebihnya lagi, 

kebijakan isolasionisme Trump terhadap TPP merupakan fenomena politik praktis yang 

secara tidak langsung membunuh Holden. Singkatnya, hal ini merupakan faktor 

kausalitas antara perekonomian dengan kebijakan pemerintah, ketika kebijakan 

proteksionisme Australia berubah menuju keterbukaan terhadap pasar bebas. Dalam hal 

ini, manifestasi kepentingan pemerintah terjadi melalui proses pengambilan keputusan. 

Proses pengambilan keputusan pemerintah merupakan dimensi politik, yang 

mempengaruhi suatu entitas industri. Masalah bisnis dari Holden telah dipolitisasi oleh 

Tony Abbot sebagai alat kampanye politiknya dalam Pemilihan Umum 2013. Setelah 

Abbot terpilih, Australia telah memotong bantuan finansial terhadap Holden, dan hal ini 

tercipta melalui politik praktis berupa tuntutan dan dukungan. Legitimasi Abbot terhadap 

industri otomotif telah membuktikan proses pengambilan keputusan yang tercipta melalui 

sistem politik. Oleh sebab itu, faktor politis telah berdampak luas, khususnya sebagai 

faktor yang menentukan nasib Holden. 
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